BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penulisan hukum / skripsi yang berjudul “Peran

Pemerintah Dalam Pemenuhan Hak-Hak Bagi Pekerja Rumah Tangga

Studi

Kasus Pada Serikat Pekerja Rumah Tangga Tunas Mulya

Yogyakarta” dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1.

Posisi Pekerja Rumah Tangga belum mendapatkan pengakuan
yang jelas dalam produk hukum ketenagakerjaan nasional. Akan
tetapi usaha Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui
Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2010 yang kemudian
ditindak lanjuti oleh Pemerintah Kota dengan Peraturan Walikota
Nomor 48 Tahun 2011 sebagai satu-satunya propinsi yang
melakukan suatu terobosan dimana telah memiliki regulasi
khusus mengenai Pekerja Rumah Tangga sehingga patut
diapresiasi. Intinya adalah ke dua peraturan kebijakan tersebut
telah memberikan posisi yang jelas bagi pekerja rumah tangga
sebagai pekerja yang rentan akan diskriminasi, kekerasan serta
ekspliotasi. mengatur sebuah regulasi bagi Pekerja Rumah
Tangga tidaklah mungkin hanya mengedepankan aspek yuridis

formil semata melainkan juga harus disatukan dengan aspek
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sosiologis serta filosofis. harus dilihat bahwa Pekerja Rumah
Tangga sebagai pekerja sektor kerumahtanggaan pada
kenyataanya terlibat dalam hubungan kerja kekeluargaan dengan

Pemberi Kerja.

Peran Pemerintah Pusat dalam Pemenuhan Hak-Hak Bagi Pekerja
Rumah Tangga masih belum terlaksana dengan optimal. Karena
kurang optimalnya komitmen pemerintah pusat terhadap
pemenuhan hak-hak Pekerja Rumah Tangga sehingga sampai
sekarang belum ada regulasi yang khusus mengatur mengenai
pekerja rumah tangga yang mengikat secara nasional. Selama ini
hanya Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai
satu-satunya pelopor dalam pengakuan terhadap eksistensi
Pekerja Rumah Tangga melalui regulasi yang telah dibuat yaitu
Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31
Tahun 2010 dan ditindak lanjuti oleh pemerintah Kota
Yogyakarta melalui Peraturan Walikota Yogyakarta 48 Tahun
2011 sebagai peraturan yang melindungi eksistensi Pekerja
Rumah Tangga. Akan lebih baik lagi jika RUU mengenai Pekerja

Rumah Tangga secepat mungkin disahkan.
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B. Saran
Saran dari Penulis adalah :

1. Dibuatnya sebuah Peraturan Daerah mengenai perlindungan terhadap
Pekerja Rumah Tangga agar diatur juga mengenai sanksinya, Sebab
Peraturan Gubernur dan Peraturan Walikota masih kurang mengikat.
dengan adanya sebuah Peraturan Daerah diharapkan akan dibuat
mengenai mekanisme pemberian sanksi.

2. Negara Melalui Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk segera
mengesahkan/mengundangkan sebuah produk hukum yang mengatur
mengeanai perlindungan Pekerja Rumah Tangga.sehingga pemenuhan
akan hak-hak pekerja rumah tangga dapat terwujud dan mampu
mengangkat harkat dari pekerja rumah tangga itu sendiri.

3. Ditetapkan pengaturan mengenai upah yang diberikan tidak terpaut
jauh dari Upah Minimum Propinsi.

4. Agen Penyalur Rumah Tangga diberi kewajiban untuk menggunakan
perjanjian kerja antara pekerja rumah tangga dengan pemberi kerja
agar hak dan kewajiban masing-masing pihak jelas dan dapat

dilaksanakan dengan baik.
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